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API NUGROHO SETYO PUTRO, E 1106010. 2010 TINJAUAN TENTANG 
PROBLEMA NORMATIF  DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN 
BAGI SAKSI PELAPOR  DALAM PERKARA KORUPSI DI INDONESIA ( 
Suatu Studi Dalam Perspektif Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang 
Perlindungan Saksi Dan Korban ) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika normatif dalam 
pemberian perlindungan bagi saksi pelapor dalam perkara korupsi di Indonesia 
dan upaya normatif untuk mengatasi problema dalam Undang-Undang No 13 
Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat diskriptif, Dengan 
pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. 
Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku, dan dokumen, 
Tehnik analisa data yang digunakan penulis adalah tehnik analisa kualitatif 
dengan model interaktif  (interactive model of analysis) yaitu dilakukan dengan 
cara interaksi, baik antara komponennya maupun dengan proses pengumpulan 
data dalam proses yang berbentuk siklus.  
 
Berdasarkan pembahasan dihasilkan 2 (dua) simpulan, yaitu pertama problematika 
normatif Undang-Undang No 13 Tahun 2006 antara Peraturan Tidak Memadai, 
Pelapor hanya sebatas mendapatkan perlindungan secara hukum, Saksi yang juga 
tersangka lain, Perlunya Perlindungan, Jenis Perlindungan, Bentuk Perlindungan 
Khusus, Efektivitas Lembaga Perlindungan, Badan Khusus. Kedua, upaya 
normative yang dilakukan untuk mengatasi problema dalam Undang-Undang No 
13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban natara lain Melakukan 
penyempurnaan system permohonan perlindungan. Semula hanya dikelola dan 
diputuskan oleh bidang perlindungan, kini keputusan penerimaan permohonan 
dilakukan berdasarkan keputusan rapat paripurna, Menyusun Rancangan 
Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Sumber Daya Manusia, Menyusun 
berbagai SOP khususnya terkait pelaksanaan teknis LPSK, Menyiapkan segala 
fasilitas pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK, diantaranya penyiapan 
rumah aman, Mengadakan perjanjian kerjasama (MoU) dengan berbagai instansi 
terkait, Menyusun usulan perubahan Undang-undang No. 13 Tahun 2006, (7) 
mengagendakann penyempurnaan penerapan PP No. 44 Tahun 2008 dikarenakan 
aturan dalam PP ini berbeda dengan aturan KUHAP dan praktik pengadilan, dan 
upaya lainnya, Komissi III DPR RI mendukung LPSK untuk menyusun naskah 
akademis RUU tentang perubahan atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban  dan mengupayakan agar menjadi agenda  
prioritas Program Legislasi Nasional tahun 2010. 
 
  




API NUGROHO SETYO PUTRO, E 1106010. 2010. A REVIEW ON 
NORMATIVE PROBLEMS IN PROTECTION PROVIDING TO THE 
REPORTING WITNESS IN THE CORRUPTION IN INDONESIA (A 
STUDY IN THE PERSPECTIVE OF ACT NO. 13 OF 2006 ABOUT 
WITNESS AND VICTIM PROTECTION) Law Faculty of Sebelas Maret 
University.  
This research aims to find out the normative problem in protection providing to 
the reporting witness in the corruption case in Indonesia and the normative 
attempt of coping with the problems in Act no. 13 of 2006 about the Witness and 
Victim Protection. 
 
This study belongs to a normative law research that is descriptive in nature, using 
statutory approach. The type of data used was secondary data. The secondary data 
source used included the primary, secondary, and tertiary law materials. 
Technique of collecting data employed was library study encompassing books and 
documents. Technique of collecting data employed by the writer was qualitative 
interactive model of analysis that was done by the interaction, both among the 
components ad with the data collection process in the cycle-formed process. 
 
Considering the discussion 2 conclusions can be drawn: firstly, the normative 
problem of Act No. 13 of 2006 includes Inadequate regulation, the reporter only 
gets legally protection, the witness who is another accused, the importance of 
protection, type of protection, special protection form, protection institution 
effectiveness, and special body. Secondly, the normative attempt taken to cope 
with the problem in Act No. 13 of 2006 about the Witness and Victim Protection 
include: accomplishing the protection application system that is originally 
managed and decided by the protection division, now the decision to receive 
application is made based on the plenary meeting, Composing Government Rule 
Draft about Human Resource Management, developing various SOPs particularly 
related to the technique implementation of LPSK, Preparing all facility supporting 
the implementation of LPSK task and function, Preparing all facilities supporting 
the implementation of LPSK task and function, making MoU (memorandum of 
understanding) with various related institution, developing the proposal of  the 
amendment of Act No. 13 of 2006, (7) making an agenda about the 
accomplishment of application of PP no. 44 of 2008 because the rule in PP is 
different from KUHAP rule and trialing practice, and other attempt, Commission 
III DPR RI Supporting LPSK to compose the academic draft of RUU about the 
Amendment of Act No. 13 of 2006 about Witness and Victim Protection and 
attempt to be the agenda prioritized in the National Legislation Program of 2010. 
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A. Latar Belakang 
Indonesia Adalah Negara hukum (rechtstaat), demikian penegasan yang 
terdapat dalam Pasal 2 ayat 3 UUD 1945. Sebagai Negara hukum Indonesia 
sebagaimana digariskan adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan 
menjamin kedudukan yang sama sederajat bagi setiap warga Negara dalam hukum 
dan pemerintahan, Hal ini dipertegas dalam Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 yaitu “ 
Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak 
ada kecualinya”. 
Indonesia sebagai Negara hukum Negara  harus berperan disegala bidang 
kehidupan, baik dalam kehidupan bangsa dan Negara Republik Indonesia maupun 
dalam kehidupan warga negaranya. Hal itu bertujuan untuk menciptakan adanya 
keamanan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menghendaki agar hukum 
ditegakkan artinya hukum harus dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa 
terkecuali baik oleh seluruh warga masyarakat, penegak hukum maupun oleh 
penguasa negara, segala tindakannya harus dilandasi oleh hukum.   
Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang 
menggrogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga 
penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan. Sumber 
kejahatan korupsi banyak dijumpai dalam masyarakat dewasa ini,  sehingga 
korupsi justru berkembang dengan cepat dan baik kualitas maupun kuantitasnya. 
Sekalipun penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun diakui 
bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit penanggulangan 
dan pemberantasannya. 
Umumnya tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang yang 
memiliki kesempatan, kewenangan ataupun sarana yang dimungkinkan oleh 
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jabatan yang diperolehnya. Dengan demikian pada sebagian besar kasus korupsi 
dilakukan oleh pembuat keputusan bukan pada tingkat bawah. Dalam posisi 
semacam ini, apabila seorang yang katakanlah pegawai bawahan mengetahui 
bahwa atasannya melalukan tindak pidana korupsi, kemungkinan besar ia enggan 
melaporkan kasus tersebut karena khawatir akan mengancam pekerjaannya yang 
sudah jelas berada dibawah si pelaku tindak pidana korupsi. Tanpa adanya 
perlindungan hukum terhadap orang-orang seperti ini, kemungkinan besar kasus-
kasus korupsi yang besar tidak akan pernah terungkap. Dalam hal keberhasilan 
suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil 
dimunculkan di pengadilan, utamanya berkenaan dengan saksi 
Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian (system 
negatif wettelijke) yang terdapat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi ”Hakim 
tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan 
sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa 
suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya”. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana 
adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat atau 
mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan 
menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak 
pidana. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak 
disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak 
hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu (Muchamad Iksan. 82:2008). 
Proses pemeriksaan tindak pidana korupsi dari laporan masyarakat kepada 
polisi, kemudian polisi melakukan peyelidikan dan penyidikan, setelah itu kasus 
dilimpahkan kepada kejaksaan. Kejaksaan akan memeriksa kasus, apakah bukti-
buktinya sudah lengkap atau belum, jika sudah maka jaksa akan melakukan 
penuntutan dan perkara akan diperiksa dan diputus di pengadilan. Dari 
serangkaian proses tersebut, pemeriksaan di setiap tahapnya memerlukan saksi 
sebagai alat bukti yang sah dan untuk mengetahui kebenaran materiel yang 
sesungguhnya dari terjadinya tindak pidana.  
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Adanya keterangan dari saksi dan/atau korban yang mendengar, 
melihat/mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana merupakan salah satu 
alat bukti yang sah yang dapat membantu hakim untuk benar-benar meyakinkan 
kesalahan terdakwa hampir semua proses peradilan pidana menggunakan 
keterangan saksi. Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung 
pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses 
persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak 
terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum 
(Muhammad Yusuf. Urgensi Perlunya Memberikan Perlindungan Terhadap 
Saksi) 
Seluruh tahapan proses penyelesaian perkara pidana, mulai tahap 
penyidikan sampai pembuktian di muka sidang pengadilan, kedudukan saksi 
sangatlah penting, bahkan dalam praktek sering menjadi faktor penentu dan 
keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, karena bisa memberikan alat bukti 
”keterangan saksi” yang merupakan alat bukti pertama dari lima alat bukti yang 
sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Berkaitan dengan peranan saksi 
ini, seorang praktisi hukum (hakim), Muhammad Yusuf, secara ekstrim 
mengatakan bahwa tanpa kehadiran dan peran dari saksi, dapat dipastikan suatu 
kasus akan menjadi dark number mengingat dalam sistem hukum yang berlaku di 
Indonesia yang menjadi referensi dari penegak hukum adalah testimony yang 
hanya dapat diperoleh dari saksi atau ahli. 
Namun penegak hukum sering mengalami kesulitan untuk menghadirkan 
saksi dan/atau korban dengan berbagai alasan misalnya: saksi takut, khawatir atau 
bahkan tidak mampu (karena biaya tidak ada, depresi, terluka atau terbunuh). 
Untuk itu perlu diberikan atau dilakukan perlindungan terhadap saksi dan/atau 
korban. Tujuannya menurut Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 4 adalah “memberikan rasa aman kepada 
saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses 
peradilan“ (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban. Alinea Pertama) 
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Saksi di sini salah satunya adalah yang melaporkan tindak pidana pada 
kepolisian. Tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana korupsi yaitu yang 
menyangkut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 
Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Menurut Undang-Undang Tindak 
Pidana Korupsi, Apabila Masyarakat mengetahui adanya suatu tindak pidana 
korupsi dapat dilakukan dengan cara: 
1 melaporkan pelanggaran Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 
2 melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan 
3 melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur Tindak 
Pidana Korupsi 
4 melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak 
Tindak Pidana Korupsi  
Masyarakat yang melaporkan pelanggaran Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana dimaksud berhak mendapat perlindungan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Dalam hal ini bagaimana tindakan dari pihak kepolisian untuk 
memberikan perlindungan kepada saksi pelapor tindak pidana Korupsi dan apakah 
keluarganya juga ikut dilindungi oleh kepolisian atau justru ada sebuah badan 
tersendiri yang akan melindungi dan memberikan jaminan rasa aman, keadilan, 
tidak diskriminatif dan kepastian hukum, berikut dengan faktor-faktor 
penghambat yang dihadapi kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada 
saksi pelapor, dan penanggulangannya oleh kepolisian. 
 Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk 
menelitinya dan menyusunnya kedalam penulisan hukum dengan judul  
TINJAUAN TENTANG PROBLEMA NORMATIF DALAM PEMBERIAN 
PERLINDUNGAN BAGI SAKSI PELAPOR DALAM PERKARA 
KORUPSI DI INDONESIA ( Suatu Studi Dalam Perspektif Undang-Undang 
No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ) 
 
B. Perumusan Masalah 
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Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah 
pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan 
untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan 
suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan atau sasaran sesuai 
yang dikehendaki. 
Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penulisan 
hukum ini adalah sebagai berikut : 
1. Apakah problematika normatif dalam pemberian perlindungan bagi saksi 
pelapor dalam perkara korupsi di Indonesia ? 
2. Upaya normatif apa untuk mengatasi problema dalam Undang-Undang No 13 
Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan 
maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam 
penelitian ini adalah 
1. Tujuan Obyektif 
a) Untuk mengetahui problematika normatif dalam pemberian perlindungan 
bagi saksi pelapor dalam perkara korupsi di Indonesia 
b) Upaya normatif apa untuk mengatasi problema dalam Undang-Undang No 
13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban  
2 Tujuan Subjektif 
a) Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun 
penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam 
meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 
b) Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman 
penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek 
lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana yang 
sangat berarti bagi penulis. 
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c) Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum agar 
dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat 
pada umumnya. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan 
yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari 
penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
a) Mengetahui deskripsi secara jelas mengenai problematika normatif dalam 
pemberian perlindungan bagi saksi pelapor dalam perkara korupsi di 
Indonesia 
b) Mengetahui deskripsi secara jelas mengenai Upaya normatif apa untuk 
mengatasi problema dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban 
2. Manfaat Praktis 
a) Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan 
mengembangkan kemampuan Penulis dalam bidang hukum sebagai bekal 
untuk masuk ke dalam instansi atau instansi penegak hukum maupun 
untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri 
ini agar dapat ditegakkan. 
b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan 
serta tambahan pengetahuan bagi pihak–pihak yang terkait dengan 






E. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
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Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 
penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri 
dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 
Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian 
dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan 
masalah yang akan diteliti (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001:13-14). 
2 Sifat Penelitian 
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian 
deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran secara lengkap dan 
sistematis terhadap obyek yang diteliti. Suatu penelitian deskriptif merupakan 
penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin 
tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah 
terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di 
dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-
teori baru (Soerjono Soekanto,1986:10). Dalam penelitian ini penulis berusaha 
menggambarkan secara jelas dan lengkap tentang problematika normatif 
dalam pemberian perlindungan saksi pelapor tindak pidana korupsi 
berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban. 
 
3. Jenis Data 
Pengertian data secara umum, yaitu semua informasi mengenai variabel 
atau obyek yang diteliti. Lazimnya dalam penelitian dibedakan antara data 
yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari buku pustaka. Data yang 
diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer dan data yang 
diperoleh dari buku pustaka disebut data sekunder (Soerjono Soekanto, 
1986:11). 
Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data dasar yang 
berupa data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat 
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luas meliputi data atau informasi, penelaahan dokumen, hasil penelitian 
sebelumnya, dan bahan kepustakaan seperti buku-buku literatur, koran, 
majalah, dan arsip yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 
 
4. Sumber Data 
Sumber data merupakan tempat di mana dan ke mana data dari suatu 
penelitian dapar diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan 
adalah sumber data sekunder berupa dokumen publik atau catatan-catatan 
resmi, yaitu dokumen peraturan perundang-undangan serta peraturan 
pelaksanaan yang memuat tentang pengaturan penuntutan dalam penyelesaian 
perkara pidana. Selain sumber data yang berupa undang-undang negara 
maupun peraturan pemerintah, data juga diperoleh dari makalah-makalah, 
buku-buku referensi dan artikel media massa yang mengulas tentang 
pengaturan penuntutan perkara pidana. Dalam penelitian ini sumber data yang 
digunakan berupa data sekunder, yang berupa : 
a) Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang 
mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis 
gunakan adalah : 
1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 
2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban 
3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 
Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi 
b) Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan 
hukum primer, seperti : 
1) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan/ terkait dalam penelitian 
ini 
2) Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. 
3) Buku-buku penunjang lain. 
 xxi
c) Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder, diantaranya bahan dari media internet yang relevan dengan 
penelitian ini. 
 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan datanya adalah dengan 
kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan 
bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada 
hubungannya dengan masalah yang diteliti yang digolongkan sesuai dengan 
katalogisasi. Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan 
landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi 
obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan 
dengan hal-hal yang perlu diteliti. 
6. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu 
penelitian. Karena dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses dan 
dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang 
nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Teknik analisis data yang 
dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis data yang 
bersifat kualitatif. 
Analisis data secara kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh 
responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti 
dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 1986:250). 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
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Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika 
penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka 
penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika 
penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-
sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap 
keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah 
sebagai berikut : 
 BAB I   : PENDAHULUAN 
Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang 
masalah,perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, metodologi penelitian dan sistematika 
penulisan hukum. 
 
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini akan diuraikan tentang kerangka teori 
mengenai  tinjauan umum tentang perlindungan saksi, 
Tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi dan 
kerangka pemikiran 
 
 BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab 
permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya  yaitu 
Untuk mengetahui problematika normatif dalam 
pemberian perlindungan bagi saksi pelapor dalam perkara 
korupsi di Indonesia dan Upaya normatif apa untuk 
mengatasi problema dalam Undang-Undang No 13 Tahun 




 BAB IV  : PENUTUP 
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Dalam bab ini berisi simpulan dari jawaban permasalahan 
yang menjadi obyek penelitian dan saran-saran 
 












































A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Saksi 
a) Alat Bukti Saksi 
Dalam proses pengungkapan suatu kasus pidana mulai dari 
tahap penyidikan sampai dengan pembuktian di persidangan, 
keberadaan saksi sangatlah diharapkan. Bahkan menjadi faktor 
penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan kasus pidana yang 
dimaksud. Tanpa kehadiran dan peran dari saksi, dapat dipastikan 
suatu kasus akan menjadi ”dark number” mengingat dalam sistem 
hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi referensi dari para 
penegak hukum adalah testimony yang hanya diperoleh dari saksi 
atau ahli.Berbeda dengan sistem hukum yang berlaku di Amerika 
yang lebih mengedepankan ”silent evidence” (barang bukti). 
(Muhammad Yusuf, www.parlemen.net 31/082005). 
Salah satu alat bukti yang dijelaskan dalam Pasal 184 ayat 
(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah 
keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa 
yang dinyatakan di sidang pengadilan, dimana keterangan seorang 
saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah 
terhadap perbuatan yang didakwakan padanya (Unnus Testis 
Nullus) dan saksi harus memberikan keterangan mengenai apa 
yang ia lihat, dengar, ia alami sendiri tidak boleh mendengar dari 
orang lain (Testimonium De Auditu).  
Dalam Pasal 185 ayat 1-7 Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan :  
1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi 
nyatakan di sidang pengadilan. 
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2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk 
membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan 
yang didakwakan kepadanya. 
3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak 
berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah 
lainnya. 
4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri 
tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai 
suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada 
hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, 
sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau 
keadaan tertentu. 
5) Baik pendapat maupun rekàan, yang diperoleh dari hasil 
pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. 
6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim 
harus dengan sungguhsungguh memperhatikan 
(a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain 
(b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain 
(c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk 
memberi keterangan yang tertentu 
(d) cara hidup dan kesusilaán saksi serta segala sesuatu yang 
pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya 
keterangan itu dipercaya. 
7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai 
satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun 
apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi 
yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat 





b) Syarat menjadi saksi  
Syarat untuk dapat menjadi saksi  adalah : 
1) Syarat objektif saksi 
(a) Dewasa telah berumur 15 tahun / sudah kawin 
(b) berakal sehat 
(c) Tidak ada hubungan keluarga baik hubungan pertalian 
darah / perkawinan dengan terdakwa 
2) Syarat subjektif saksi 
Mengetahui secara langsung terjadinya tindak pidana dengan 
melihat, mendengar, merasakan sendiri. 
3) Syarat formil 
Saksi harus disumpah menurut agamanya 
          (Imam Soetikno dan Robby Khrimawahana, 1988:78) 
Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi , 
kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 186 KUHAP 
yaitu : 
1) keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau 
ke bawah sarnpai derajat ketiga dari terdakwa atau yang 
bersama-sama sebagai terdakwa. 
2) saudara dan terdakwa atau yang bérsama-sama sebagai 
terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang 
mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak 
saudara terdakwa sampai derajat ketiga 
3) suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang 
bersama-sama sebagai terdakwa. 
Disamping  karena  hubungan kekeluargaan (sedarah atau 
semenda), ditentukan oleh Pasal 170 KUHAP bahwa mereka yang 
karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan 
manyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban 
member keterangan sebagai saksi. Menurut penjelasan pasal 
tersebut, pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya 
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kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan 
perundang-undangan. Selanjutnya dijelaskan bahwa jika tidak ada 
ketentuan peraturan perundang-undangan  yang mengatur tentang  
jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti ditentukan 
oleh ayat ini, hakim yang menetukan sah atau tidaknya alasan  
yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebsan tersebut. 
Orang yang harus menyimpan rahasia jabatan misalnya 
dokter yang harus merahasiakan penyakit yang diderita oleh 
pasiennya. Sedangkan yang dimaksud karena martabatnya dapat 
mengundurkan diri misalnya adalah pastor agama Katolik Roma. 
Ini berhubungan dengan kerahasiaan orang-orang yang melakukan 
pengakuan dosa  kepada pastor tersebut. 
Karena pasal 170 KUHAP yang mengatur  tentang hal 
tersebut diatas mengatakan “dapat minta dibebaskan dari 
kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi….” Maka 
berarti  jika mereka bersedia menjadi saksi , dapat diperiksa oleh 
hakim. Oleh karena itulah maka kekecualian menjadi saksi karena 
harus menyimpan rahasia  jabatan atau karena martabatnya 
merupakan kekecualian relatif. 
Dalam pasal 171 KUHAP Yang boleh diperiksa untuk 
memberi keterangan tanpa sumpah ialah : 
1) anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum 
pernah kawin 
2) orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang 
ingatannya baik kembali 
Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa anak 
yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang 
sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, 
yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychopath, mereka ini 
tidak dapat ditanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum 
pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam 
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memberikan keterangan, karena itu  keterangan mereka hanya 
dapat dipakai sebagai petunjuk saja. 
 
c) Kekuatan Pembuktian Saksi 
Kekuatan alat bukti saksi atau juga dapat disebut sebagai 
efektivitas alat bukti terhadap suatu kasus sangat bergantung dari 
beberapa faktor. Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah 
maupun sebagai sikap tindak suatu perilaku manusia, sehingga hal 
itu juga menjadi salah satu ruang lingkup studi terhadap hukum 
secara ilmiah. Kekuatan pembuktian keterangan saksi tergantung 
pada dapat tidaknya seorang saksi dipercayai, tergantung dari 
banyak hal yang harus diperhatikan oleh hakim. Dalam pasal 185 
ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 
dikatakan dalam menilai keterangan saksi, hakim harus sungguh-
sungguh memperhatikan beberapa hal, yakni: 
1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang 
lain. 
2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang 
lain. 
3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi dalam 
memberikan keterangan tertentu. 
4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada 
umumnya dapat memepengaruhi dapat/tidaknya keterangan 
saksi itu dipercaya. 
 
d) Perlindungan Bagi Saksi 
Perlindungan saksi dan pelapor merupakan elemen penting 
dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, umumnya 
tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang yang memiliki 
kesempatan, kewenangan ataupun sarana yang dimungkinkan oleh 
jabatan yang diperolehnya. Dengan demikian pada sebagian besar 
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kasus korupsi dilakukan oleh pembuat keputusan bukan pada 
tingkat bawah. Dalam posisi semacam ini, apabila seorang yang 
katakanlah pegawai bawahan mengetahui bahwa atasannya 
melakukan tindak pidana korupsi, kemungkinan besar ia enggan 
melaporkan kasus tersebut karena khawatir akan mengancam 
pekerjaannya yang sudah jelas berada dibawah si pelaku tindak 
pidana korupsi. Tanpa adanya perlindungan hukum terhadap 
orang-orang seperti ini, kemungkinan besar kasus-kasus korupsi 
yang besar tidak akan pernah terungkap. Dalam hal keberhasilan 
suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti 
yang berhasil dimunculkan di pengadilan, utamanya berkenaan 
dengan saksi.  
Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan 
pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan 
atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai jaminan terhadap 
perlindungan saksi dan pelapor tarhadap kasus korupsi yaitu dari 
tahap peristiwa baru terjadi sampai dengan pasca persidangan, 
diperlakukan gambaran mengenai bentuk perlindungan. Dalam  
Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban telah mengatur mengenai hal-hal tersebut, yaitu : 
1) Pasal 5 ayat (1) dan (2) 
2) Pasal 6 
Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain 
berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga 
berhak untuk mendapatkan: 
(a) bantuan medis 
(b) bantuan rehabilitasi psiko-sosial 
3) Pasal 7 ayat (1), (2),dan (3) 
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(a) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan 
berupa: 
(1) hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat; 
(2) hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi 
tanggung jawab pelaku tindakpidana. 
(b) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan 
oleh pengadilan. 
(c) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi 
dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
4) Pasal 8  
Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap 
penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 
5) Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) 
(a) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam 
Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat 
memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan 
tempat perkara tersebut scdang diperiksa. 
(b) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang 
disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan 
membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang 
memuat tentang kesaksian tersebut. 
(c) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung 






6) Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3) 
(a) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara 
hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian 
yang akan, sedang, atau telah diberikannya. 
(b) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama 
tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia 
ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi 
kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam 
meringankan pidana yang akan dijatuhkan. 
(c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang 
memberikan keterangan tidak dengan itikad baik. 
Dalam Pasal 5 Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban seorang saksi dan korban berhak: 
1) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, 
dan harta bendanya, 
2) serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian 
yang akan, sedang atau telah diberikannya 
3) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk 
perlindungan  dan dukungan keamanan 
4) memberikan keterangan tanpa tekanan 
5) mendapat penerjemah 
6) bebas dari pertanyaan yang menjerat 
7) mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus 
8) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan 
9) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan 
10) mendapat identitas baru 
11) mendapatkan tempat kediaman baru 
12) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan 
kebutuhan 
13) mendapat nasihat hukum; dan/atau 
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14) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas 
waktu perlindungan berakhir 
 
e) Saksi Pelapor 
Didalam PP No 71  Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan 
peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pelapor  
mengandung arti setiap orang, organisasi masyarakat atau lembaga 
swadaya masyarakat yang mencari, memperoleh dan memberikan 
informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta 
menyampaikan saran dan pendapat  kepada penegak hukum  dan 
atau komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi. Keberadaan 
pelapor sangat penting, tanpa adanya pelapor kemungkinan besar 
kasus-kasus korupsi tidak akan terungkap. 
Mengenai tata cara dalam memberikan informasi adanya 
dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan  
saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau komisi 
mengenai perkara tidak pidana korupsi terdapat dalam pasal 3 PP 
No 71 tahun 2000 tentang cara pelaksanaan  peran serta 
masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyebutkan ayat 1 
“informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat sebagaimana 
maksud dalam pasal 2 harus disampaikan secara tertulis dan 
disertai : 
1) Data mengenai nama dan alamat pelapor, pimpinan organisasi 
masyarakat atau pimpinan lembaga swadaya masyarakat 
dengan melampirkan photo copy kartu tanda penduduk atau 
identitas diri lain. 
2) Keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi 
dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan 
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Ayat 2 : setiap informasi, saran, atau pendapat dari 
masyarakat harus diklarifikasi dengan gelar perkara oleh penegak 
hukum”. Dari pasal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
sebutan whistblower (peniup peliut) atau pelapor berada pada 
proses sebelum proses penyidikan dan penyelidikan, dimana 
pelapor  melaporkan adanya tindak pidana korupsi kepada penyidik 
dalam hal ini yaitu penyidik, untuk kemudian laporan tersebut 
diselidiki kebenarannya. 
Pelapor pada hakikatnya adalah saksi, akan tetapi secara 
formal tidak memberikan kesaksian dipersidangan. Pelapor dapat 
juga sebagai korban dari tindak pidana itu sendiri, seperti yang 
dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 ayat (1) ”Saksi adalah 
orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia 
lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.” dan ayat (2) “Korban 
adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau 
kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” 
Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum 
dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak 
merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. 
Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, 
diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat 
tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang 
diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut 






2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi 
a) Pengertian Korupsi 
Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin Corruptie (Foklema 
Andreaea:1951 dalam Lilik Mulyadi, 2000 :16) atau corruptus. 
Selanjutnya disebutkan bahwa corruptio itu berasal dari kata 
corrumpore, suatu kata latin yang tua. Dari bahasa Latin inilah 
turun kebanyak bahasa Eropa, seperti Inggris: Corruption, corrupt; 
Prancis: Corruption; dan Belanda Corruptie (korruptie) (Andi 
Hamzah, 2000:16), sedang dalam Ensiklopedia Indonesia: Korupsi 
adalah gejala di mana para pejabat badan-badan negara 
menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta 
ketidakberesan lainnya. Sedangkan arti harafiah dari korupsi ( Lilik 
Mulyadi. dalam Bambang Santoso, 2003:21-22) dapat berupa:  
1) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejadan dan ketidakjujuran.  
2) Perbuatan yang buruk seperti  penggelapan uang, penerimaan uang  sogok dan sebagainya. 
3) Perbuatan yang kenyataan yang menimbulkan keadaan yang bersifat     buruk    
4) Penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran 
5) Sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu 
kalimat 
6) Pengaruh-pengaruh yang korupsi. 
Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 
Tahun 1999 setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri 
atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara. Ancaman pidananya penjara maksimal seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling 
banyak 1 milyar rupiah. 
 
b) Undang-Undang Korupsi yang pernah berlaku 
Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum di 
Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor 
Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. 
Kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang No. 
24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan 
Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini kemudian dicabut dan 
digantikan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang 
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak 
tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-Undang No. 31 
Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efektif paling lambat 2 (dua) 
tahun kemudian (16 Agustus 2001) dan kemudian diubah dengan 
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001. 
 
c) Sifat Delik Korupsi 
Delik korupsi yang dirumuskan dalam Undang-Undang 
No.20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dikelompokkan 
atas : 
1) Delik Korupsi dirumuskan normatif (Pasal 2 dan 3) 
2) Delik dalam KUHP Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 
419, 420, 423, 425, 435, yang diangkat menjadi Delik Korupsi 
(Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) 
3) Delik Penyuapan Aktif (Pasal 13) 
4) Delik Korupsi karena pelanggaran undang-undang yang lain, 
yang memberi kualifikasi sebagai delik korupsi (Pasal 14) 
5) Delik korupsi percobaan, pembantuan, permufakatan (Pasal15) 
6) Delik korupsi dilakukan diluar teritori negara Republik 
Indonesia (Pasal 16) 
7) Delik korupsi dilakukan subyek badan hukum (Pasal 20) 
 
d) Ciri- Ciri Korupsi 
Menurut Syed Hussein Alatas korupsi di dalam praktek 
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : (Martiman Prodjohamidjojo, 
2001: 12) 
1) Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang 
2) Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan 
3) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal 
balik 
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4) Korupsi dengan berbagai macam akal berlindung dibalik 
kebenaran hukum 
5) Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan 
keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi 
keputusan 
6) Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan 
publik atau masyarakat umum 
7) Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan 
8) Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang 
kontradiktif dari mereka yang melakukan itu 
9) Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan 
pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat 
 
e) Sebab-Sebab Korupsi 
Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah 
sebagai berikut (Syed Hussein Alatas, 1980: 47-48): 
1) Kelemahan para pengajar agama dan etika 
2) Kolonialisme, dimana suatu pemerintahan asing tidaklah 
menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk 
membendung korupsi 
3) Kurangnya pendidikan, namun melihat pada realitas yang ada 
pada saat ini ternyata kasus-kasus korupsi di Indonesia, 
mayoritas koruptor adalah mereka yang memiliki kemampuan 
intelektual yang tinggi, sehingga alasan ini dapat dikatakan 
kurang tepat 
4) Kemiskinan, pada kasus-kasus yang merebak di Indonesia 
dapat disimpulkan bahwa para pelaku korupsi bukan 
disebabkan oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab 
mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan 
mereka adalah konglomerat 
5) Tiada sanksi yang keras 
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6) Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi 
7) Struktur pemerintahan 
8) Perubahan radikal, di saat sistem nilai mengalami transisional 
9) Keadan masyarakat, korupsi dalam suatu birokrasi bisa 




























Perlindungan Saksi Pelapor Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban 








Masyarakat atau perseorangan yang mengetahui terjadinya suatu 
tindak pidana berhak untuk melaporkan tindak pidan tersebut kepada 
kepolisan atau penegak hukum lainnya. Setelah menerima laporan polisi 
melakukan tahap penyelidikan untuk mengumpulkan barang bukti dan 
dapat dilanjutkan pada tahap penyidikan setelah pengumpulan berkas 
perkara selesai dalam tahap penyidikan maka penyidik melimpahkan 
perkara ke Kejaksaan. Dalam hal orang atau masyarakat yang melaporkan 
terjadinya tindak pidana korupsi tersebut berhak mendapatkan 
perlindungan hukum baik untuk dirinya sendiri atau keluarganya dari 
pihak Kepolisian atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 
Hal ini guna menjamin keselamatan terhadap saksi pelapor dan 
keluarganya yang telah melaporkan tindak pidana korupsi tersebut. Namun 
dalam prakteknya perlindungan yang diberikan tidak memberikan rasa 
aman kepada saksi pelapor dan keluarganya, dalam Undang-Undang No 
13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga belum bias 
memberikan jaminan rasa aman terhadap saksi pelapor, dalam prakteknya 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Problematika Normatif Dalam Pemberian Perlindungan Bagi Saksi 
Pelapor Dalam Perkara Korupsi di Indonesia 
Bahwa hukum acara pidana yang saat ini berlaku tidak memberikan 
perlindungan yang memadai bagi saksi, pelapor atau korban yang terkait 
dengan suatu perkara pidana. Dalam penjelasan umum Undang-Undang 
Perlindungan Saksi dan Korban dikatakan bahwa KUHAP Pasal 50 sampai 
dengan Pasal 68 hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka dan 
terdakwa terhadap kemungkinan adanya pelanggaran terhadap hak-hak 
mereka. Maka, berdasarkan asas kesamaan didepan hukum (equality before 
law) dalam penjelasan umum itu saksi, pelapor atau korban dalam proses 
peradilan pidana harus diberikan jaminan perlindungan hukum. Dalam 
Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat tiga hal pokok yang 
patut diberikan perhatian khusus, yakni ;  
a) Pendalaman mengenai cakupan atas hak-hak serta bentuk-bentuk 
perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban. Termasuk 
didalamnya adalah prinsip-prinsip pelaksanaan pemberian perlindungan 
saksi, pelapor dan korban maupun mekanisme kompensasi dan restitusi 
bagi korban.  
b) Mengenai aspek-aspek kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban (LPSK). Hal ini menyangkut kewenangan dan cakupan tugas dari 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta bagaimana 
hubungan fungsional Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 
dengan lembaga penegak hukum lainnya.  
c) Ketentuan mengenai pemberian perlindungan dan bantuan. Hal ini 
menyangkut aspek mekannisme prosedural bekerjanya Lembaga 




Pemberian bantuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan 
Korban merupakan bagian dari salah satu bentuk perlindungan yang akan 
diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Untuk 
itulah, oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban konsep 
pemberian bantuan dibatasi sedemikian rupa. Misalnya dalam pasal 6, yang 
dimaksud bantuan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban 
hanya mencakup bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko – sosial. 
Bantuan tersebut juga hanya diperuntukkan bagi korban pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat. Dua ketentuan bantuan tersebut, tentunya telah 
membatasi konsep umum pemberian bantuan bagi korban yang prinsipnya 
tidak diskriminatif.  
Sementara itu dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi 
Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, khusus mengenai bantuan, 
disebutkan bahwa para korban harus menerima bantuan material, medis, 
psikologis dan sosial yang didapatkan melalui sarana pemerintah maupun 
sarana-sarana lainnya. Korban tanpa diskriminasi harus mendapatkan 
kemudahan dan akses informasi yang cukup terhadap pelayanan kesehatan dan 
sosial dan bantuan lainnya. Selain itu pemerintah harus memberikan pelatihan 
bagi aparat penegak hukumnya (seperti polisi, jaksa, hakim) untuk menjadikan 
mereka peka terhadap kebutuhan para korban sekaligus untuk memastikan 
pemberian bantuan yang benar dan segera.  
Keterbatasan konsep mengenai korban yang berhak mendapatkan 
layanan pemberian bantuan dan tidak memadainya konsep pemberian bantuan 
dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dikhawatirkan akan 
menyulut kerancuan implementasi pemberian bantuan oleh Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dimasa mendatang. Dari sini, telah 
diidentifikasi keterbatasan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban 
dalam menjabarkan prinsip-prinsip deklarasi tersebut. Namun dari titik itulah 
tantangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kedepan untuk 
memberikan perlindungan dan pelayanan bagi saksi dan atau korban dapat 
mulai dipetakan sedari dini. Bagaimana menjawab tantangan keterbatasan 
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dalam undang-undang itu dengan kerja-kerja teknis/ operasional dalam 
menjabarkan tugas fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 
dalam ranah implementasinya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi 
dan Korban, terdapat dua pasal yang secara khusus memerintahkan 
pemerintah untuk menyusun peraturan pemerintah mengenai ketentuan 
pemberian kompensasi dan restitusi dan ketentuan mengenai kelayakan 
pemberian bantuan menyangkut penentuan jangka waktu, dan besaran biaya. 
Kajian ini dimaksudkan untuk melihat kenyataan adanya kelemahan-
kelemahan yang ada pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, 
dihadapkan dengan adanya kebutuhan perangkat peraturan perundang-
undangan untuk mengorganisasikan kerja-kerja konkrit Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kedepan. Pembahasan difokuskan 
mengenai pemberian bantuan serta tata cara pemberian bantuan sebagaimana 
yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. 
Peran saksi pelapor merupakan eleman penting dalam upaya 
pemberantasan tindak pidana korupsi, umumnya tindak pidana korupsi 
dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kesempatan, kewenangan ataupun 
sarana yang memungkinkan oleh jabatan yang diperolehnya. Dengan demikian 
pada sebagian besar kasus korupsi dilakukan oleh pembuat keputusan bukan 
pada tingkat bawah. Dalam posisi semacam ini, apabila seorang yang 
katakanlah pegawai bawahannya mengetahui bahwa atasannya melakukan 
tindak pidana korupsi, kemungkinan besar ia enggan melaporkan kasus 
tersebut karena khawatir akan mengancam pekerjaannya yang sudah jelas 
berada dibawah si pelaku tersebut. Tanpa adanya perlindungan hukum 
terhadap orang-orang seperti ini, kemungkinan besar kasus-kasus korupsi yang 
besar tidak akan pernah terungkap. Dalam hal keberhasilan suatu proses 
peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil dimunculkan 
di pengadilan, utamanya berkenaan dengan saksi. Urgensi mengenai 
perlindungan saksi pelapor merupakan amanat Tap MPR No.VIII Tahun 2001 
Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.  
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Dalam kasus dugaan suap Susno Duaji sampai saat ini tidak jelas, 
Susno belum menjadi terdakwa dalam kasus tersebut. Namun gugat balik yang 
yang dilayangkan sejumlah pejabat yang dilaporkan Susno terkait dugaan 
korupsi. Jika pelapor sekaligus saksi Susno benar-benar memberikan laporan 
atau keterangan atas dugaan korupsi sejumlah pejabat Negara tersebut dengan 
iktikad baik dan tidak ada pemufakatan jahat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 
10 ayat 1 dan 3  Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban yang berbunyi : 
1. Ayat (1) : “Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum 
baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, 
atau telah diberikannya”. 
2. Ayat (3) : “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 
terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak 
dengan itikad baik”. 
Tidak sedikit kasus korupsi yang kandas ditengah jalan oleh karena 
ketiadaan saksi untuk untuk menopang tugas jaksa. Dengan demikian maka 
jelaslah bahwa keberadaan saksi merupakan suatu elemen yang sangat 
menentukan dalam suatu proses peradilan. Namun demikian, ternyata peran 
saksi dalam proses peradilan pidana masih jauh perhatian masyarakat dan 
khususnya para penegak hukum. Sudah cukup sering media massa 
memberitakan adanya kasus-kasus yang tidak terungkap dan juga tidak 
terselesaikan, oleh karena keengganan saksi untuk memberikan informasi pada 
pihak berwenang. 
Oleh Karena itu Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban belum bisa sepenuhnya melindungi saksi 
pelapor di Indonesia. Kini anggota DPR RI masih mengkaji terus RUU PSK 
guna lebih memenuhi kebutuhan saksi, pelapor dan korban kedepanya dalam 
pengungkap tindak pidana. Hingga saat ini sudah terdapat berbagai peraturan 
yang mengatur mengenai perlindungan saksi pelapor. Peraturan tersebut 
diantaranya ialah Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (KPTPK) dan beberapa Peraturan Pemerintah (PP).  Peraturan 
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Pemerintah tersebut mempunyai ruang lingkup tindak pidana yang berbeda 
dan beberapa diantaranya tidak hanya mengatur mengenai perlindungan 
terhadap saksi saja, tetapi juga perlindungan terhadap korban, penyidik, 
penuntut umum, hakim dan pelapor. 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang membahas Rancangan 
Undang-undang (RUU) tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang 
merupakan usul inisiatif dari badan terhormat itu sendiri. Sayangnya, 
pembahasan RUU ini berjalan agak tersendat-sendat. Padahal, penyelesaian 
segera RUU ini sangat perlu dalam rangka pengungkapan kasus-kasus tindak 
pidana pada umumnya, terutama tindak pidana yang luar biasa ( extraordinary 
crime ), seperti korupsi, terorisme dan pencucian uang. 
 
Problema normatif yang timbul dalam penerapan perlindungan saksi 
pelapor terhadap penanganan tindak pidana korupsi antara lain : 
a) Terdapat Kelemahan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 
Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban masih memiliki banyak kelemahan dan ada istilah yang biasa 
diterjemahkan secara luas, yang akan mempengaruhi upaya pemberian 
perlindungan sepenuhnya terhadap saksi pelapor. Kelemahan dari Undang-
udanag tersebut antara lain : 
1) Peraturan yang Tidak Memadai 
Masalah perundang-undangan yang mengatur perlindungan 
saksi dan pelapor tidak ada jaminan dari segi peraturan perundang-
undangan yang mengatur secara penuh dan mendetail mengenai 
perlindungan terhadap saksi, khususnya terhadap saksi pelapor atau 
whistleblower yang  justru menjadi faktor penting dalam 
pengungkapan kasus korupsi yang bertujuan dalam pemberantasan 
tindak pidana korupsi sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-
undang. 
Peraturan tentang perlindungan saksi, pelapor dan korban 
bervariasi dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Di 
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bidang tindak pidana korupsi, perlindungan terhadap saksi dan pelapor 
diatur pada Pasal 41 ayat (2) e UU No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 15 Undang-Undang 
No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. Ada juga Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2002 
tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi Dalam 
Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat sebagai pelaksanaan dari 
Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia. Kemudian terdapat PP no. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara 
Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim 
Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme sebagai pelaksanaan Undang-
Undang No. 15 Tahun 2003 tentang PemberantasanTindak Pidana 
Terorisme. Akhirnya, kita juga memiliki PP No. 57 tahun 2003 tentang 
Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam 
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). PP No. 57 tahun 2003 ini 
ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia (KAPOLRI) No. 17 Tahun 2005 yang berlaku sejak 30 
Desember 2005. Walaupun peraturan sudah cukup banyak, toh masih 
kurang memadai karena belum diaturnya secara komprehensif 
perlindungan saksi dan pelapor dalam satu undang-undang khusus. 
Disamping itu, kebanyakan peraturan tersebut memberikan 
perlindungan terhadap ancaman fisik atau psikis. Namun kurang 
memberikan perlindungan terhadap ancaman yuridis, seperti ancaman 
gugatan perdata dan pidana terhadap saksi atau pelapor. Dari 
keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut yang relatif lebih 
lengkap adalah perlindungan saksi dan pelapor berdasarkan Undang-
Undang TPPU. 
2) Pelapor hanya sebatas mendapatkan perlindungan secara hukum 
Definisi saksi yang diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 
2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban hanyalah saksi 
sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Pihak DPR RI tidak 
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mencoba memperluas definisi saksi juga termasuk orang yang 
memberikan informasi adanya tindak pidana. Dengan tidak masuknya 
pelapor dalam dalam definisi sebagai saksi maka pelapor tidak 
memiliki hak-hak saksi sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-
Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 
Kebutuhan yang penting bagi pelapor tidak hanya adanya kekebalan 
hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 10 Undang-Undang 
No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (tidak 
dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas 
kesaksian yang akan, sedang dan telah diberikannya), namun juga 
perlindungan keamanan baginya ataupun keluarganya, kerahasian 
keluarga, bahkan dalam kondisi tertentu pelapor juga memerlukan 
identitas baru maupun relokasi. Dimana pelapor kasus korupsi pada 
akhirnya mendapatkan ancaman dan kekerasan bahkan harus 
kehilangan pekerjaannya. Dengan tidak adanya aturan hukum yang 
memberikan rasa aman bagi saksi pelapor yang akan memberikan 
informasimaka tiodak mustahil peristiwa kekerasan dan ancaman 
terhadap saksi pelapor kasus tindak pidana korupsi masih akan terjadi. 
Dan hal ini sedikit banyak akan mempengaruhi penuntasan kasus 
korupsi di Indonesia. 
3) Saksi yang juga tersangka lain  
Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan : ”Seorang Saksi yang 
juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari 
tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan 
pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan 
dijatuhkan”. Berdasarkan ketentuan tersebut Reward yang diberikan 
oleh Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban hanya terbatas dijadikan pertimbangan hakim untuk 
meringankan pidana yang dijatuhkan. Hal ini lagi-lagi sangat 
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tergantung subyektifitas dari hakim untuk melaksanakan ataukah tidak 
dan juga tidak ada ketentuan lebih lanjut yang mengatur konsekuensi 
apabila hakim justru memberikan pidana yang berat. 
Tidak mencantumkan perlindungan keamanan fisik kepada saksi 
pelapor, tidak adanya aturan perlindungan ini membuat saksi pelapor 
tidak bisa serta merta dilindungi dari berbagai ancaman terkait dengan 
kasus yang dilaporkan atau informasi yang diberikannya  kepada 
aparat penegak hukum. Padahal kita tahu, ancaman fisik kepada para 
saksi pelapor tidak main-main, dan membuat mereka ketakutan. 
Anggota Badan Pekerja ICW, Emerson Yuntko menilai, dengan 
berlakunya Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban dari sisi hukum para saksi pelapor ada dalam posisi 
aman. Tapi dari sisi keamanan fisik, mereka masih dalam kondisi tak 
terlindungi. Undang-Undang ini juga tidak memberikan perlindungan 
yang cukup bagi pelapor, wistleblower dan informan secara eksplisit 
perlindungan hanya diberikan kepada saksi dan korban, seharusnya 
perlindungan yang lebih maksimal diberikan kepada saksi pelapor 
(wistleblower). Tidak adanya perlindungan bagi mereka yang membuat 
posisinya rentan terhadap gugatan balik. Mereka bisa dituduh balik 
dengan pencemaran nama baik, padahal oerannya sangat penting 
dalam membongkar kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, 
khususnya kasus korupsi di luar pengadilan. 
b) Perlunya Perlindungan 
Dalam kasus Mantan Kabareskrim POLRI Komjen Pol Susno 
Duaji tentang pengaduannya yang terhadap sejumlah pejabat pemerintah 
yang diduga melakukan tindak pidana korupsi (suap). Kemudian, sejumlah 
pejabat yang dilaporkan Susno tersebut melakukan ”serangan balik” 
dengan menga-dukan Susno telah melakukan tindak pidana suap semasa 
menjabat sebagai Kabareskrim, sementara sang pelapor Susno ditahan  di 
Markas Brimob POLRI karena terbukti melakukan tindak pidana suap 
yang dituduhkan. Demikianlah kisah tragis sang pelapor yang memberikan 
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pesan negatif bagi penegakan hukum di Indonesia. Tidak banyak orang 
yang bersedia mengambil risiko untuk melaporkan suatu tindak pidana 
jika dirinya, keluarganya dan harta bendanya tidak mendapat perlindungan 
dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukannya. 
Begitu juga dengan saksi. Kalau tidak mendapat perlindungan yang 
memadai, akan enggan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang 
dialami, dilihat dan dirasakannya sendiri. 
Dalam hal ini minimnya perlindungan hukum bagi pelapor 
sekaligus saksi. Namun yang perlu diingat bahwa pelapor dalam kasus 
tindak pidana korupsi memberikan laporan tentang terjadinya tindak 
pidana harus dengan iktikad baik, tidak ada pemufakatan jahat seperti yang 
dimaksud dalam pasal 10 ayat 3 Undang-Undang No 13 Tahun 2006 
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun pasal tersebut bisa juga 
dijadikan sebagai celah hukum.     
c) Jenis Perlindungan 
Pelapor atau saksi enggan mengajukan permohonan untuk 
dilakukan perlindungan, khususnya perlindungan fisik. Pelapor justru 
memilih untuk menghilang untuk menghindari ancaman atau terror yang 
sangat dimungkinkan dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang 
dilaporkan telah melakukan tindak pidana korupsi. 
Perlindungan yang diberikan dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu 
perlindungan hukum dan perlindungan khusus terhadap ancaman. 
Perlindungan hukum dapat berupa kekebalan yang diberikan kepada 
pelapor dan saksi untuk tidak dapat digugat secara perdata atau dituntut 
secara perdata yang bersangkutan memberikan kesaksian atau laporan 
dengan iktikad baik atau yang bersangkutan tidak sebagai pelaku tindak 
pidana itu sendiri. Perlindungan hukum lain adalah berupa larangan bagi 
siapapun untuk membocorkan nama pelapor atau kewajiban merahasiakan 
nama pelapor disertai dengan ancaman pidana terhadap pelanggarannya. 
Semua saksi, pelapor dan korban memerlukan perlindungan hukum ini. 
Sementara perlindungan khusus kepada saksi, pelapor dan korban 
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diberikan oleh Negara untuk mengatasi kemungkinan ancaman yang 
membahayakan diri, jiwa dan harta benda, termasuk pula keluarga. Tidak 
semua saksi pelapor dan korban tindak pidana memerlukan perlindungan 
khusus ini, karena tidak semuanya menghadapi ancaman. 
d) Bentuk Perlindungan Khusus 
Dalam hal melindungi saksi pelapor dari ancaman atau tekanan 
psikis dalam memberikan keterangan dimuka sidang, dimungkinkan saksi 
pelapor memberikan keterangan diluar persidangan. Hal tersebut juga 
menjadi problematika, karena jika saksi memberikan keterangan diluar 
pengadilan maka tidak ada bedanya dengan proses penyidikan dimana 
saksi memberikan keterangan kepada penyidik untuk dimasukkan dalam 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sedangkan menurut KUHAP kekuatan 
alat bukti saksi dikatakan kuat jika keterangan saksi diberikan di muka 
persidangan. 
Dalam Peraturan KAPOLRI No. 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana 
Korupsi disebutkan, perlindungan khusus terhadap pelapor, saksi dan 
keluarganya meliputi beberapa hal. Pertama, perlindungan atas keamanan 
pribadi dari ancaman fisik dan mental. Kedua , perlindungan terhadap 
harta. Ketiga, perlindungan berupa kerahasiaan dan penyamaran identitas. 
Keempat, pemberian keterangan tanpa bertatap muka (konfrontasi) dengan 
tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksanaan perkara. 
Sebagai contoh, pernah dilakukan pemeriksaan saksi oleh kepolisian 
dengan menyamarkan identitas pelaku dengan berita acara penyamaran. 
Saksi diberikan nama dan jenis kelamin yang berbeda dengan keadaan 
sebenarnya. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan khusus 
ini dibebankan kepada anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Namun, dalam pelaksanaannya masih ada aparatur penegak hukum yang 
belum mengerti mengenai ketentuan perlindungan pelapor dan saksi ini. 
Bahkan, di beberapa daerah ada yang memberitahukan pihak terlapor, 
tentang adanya bank tertentu yang melaporkan kasus tertentu. Berikutnya, 
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mengenai anggaran, tampaknya pihak Kepolisian belum siap 
mengalokasikan dana. Untuk masa datang, sangat perlu penganggaran 
yang bersifat per tahun oleh Kepolisian hingga pembentukan badan baru 
untuk memberikan perlindungan khusus kepada saksi, pelapor dan korban. 
e) Efektivitas Lembaga Perlindungan  
Sebagai pengefektifitasan perlindungan terhadap saksi, pelapor dan 
korban dalam kasus-kasus tindak pidana tidak terlepas dari peranan 
lembaga yang berwenang untuk menangani pemberian perlindungan 
tersebut. Namun keberadaan lembaga perlindungan saksi dan korban 
(LPSK) sampai saat ini kurang efektif dalam memberikan 
perlindungannya. 
Masalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang 
kurang efektif dalam memberikan perlindungan bagi saksi, pelapor dan 
korban juga menjadi masalah krusial yang akan mempengaruhi kinerja 
lembaga perlindungan dalam upaya pemberian perlindungan saksi pelapor, 
masalah tersebut antara lain : 
1) Masalah efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 
Bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 
haruslah bersifat mandiri dan terlepas dari intervensi pihak mananpun 
dalam menjalankan fungsi pemberian perlindungan terhadap saksi 
pelapor. Sehingga saksi dapat memiliki kepercayaan yang besar 
sehingga mau memberikan keterangan dalam penyelesaian perkara 
pidana. Perlunya lembaga yang sifatnya mandiri ini berkaitan 
kenyataan bahwa perlindungan terhadap saksi selama ini dilakukaj 
secara parsial yang mengakibatkan perlindungan tidak tertangani 
secara maksimal. Lembaga perlindungan yang mandiri ini juga 
berkaitan untuk pemberian jaminan atas perlindungan saksi terutama 
dalam kasus-kasus yang ternyata pelakunya adalah aparat penegak 
hukum atau pejabat Negara. 
Dari segi efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
(LPSK) mengundang pertanyaan, mengingat saat ini di Indonesia telah 
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berdiri banyak lembaga atau komisi baru yang bersifat independent. 
Dalam lima tahun terakhir ini, puluhan lembaga nonstructural 
terbentuk. Beberapa lembaga nonstruktural yang tinggal hanya 
menyandang nama tak efektif atau tumpang tindih, kini terancam 
untuk diamputasi atau dilikuidasi. Saat ini terdapat 45 lembaga 
nonstructural di Indonesia. Sebanyak 70 persen diantaranya dibentuk 
berdasarkan Keputusan Presiden (keppres), 23 persen berdasarkan 
Undang-Undang dan 7 persen berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP). 
Jumlah pegawai lembaga-lembaga ini bervariasi, tetapi umumnya rata-
rata jumlah anggota (termasuk ketua dan wakil) ada tujuh orang. 
Sementara, untuk kesekretariatnya, pegawai seluruhnya diambil atau 
merupakan pinjaman dari departemen-departemen atau instansi-
instansi  resmi pemerintah yang sudah ada sebelumnya. Kerja beberapa 
lembaga ini dinilai tidak efektif dan tumpang tindih sehingga muncul 
banyak usulan untuk melebur atau melikuidasi lembaga-lembaga yang 
tidak efektif dan tumpang tindih tersebut. Pembentukan Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bersifat mandiri tentunya 
tidak dapat terlaksana tanpa pikiran yang matang, mengingat Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)berfungsi bukan hanya untuk 
jangka waktu sementara dan dapat efektif dalam memberikan 
perlindungan terhadap saksi, pelapor dan korban.      
2) Masalah Beban Biaya Negara 
Daya serap alokasi anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban (LPSK)  selama 2009. Berdasarkan laporan tahunan Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), daya serap Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)  mencapai 43 persen. 
Minimnya daya serap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
(LPSK), karena beberapa kendala, di antaranya, kekurangan SDM dan 
formasi sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)  
yang saat ini baru diisi dua personil. 
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Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban yaitu dalam Pasal 27 menyebutkan bahwa beban 
biaya pembentukan lembaga dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak 
pernah lepas dari persoalan anggaran yang akan dikeluarkan untuk 
pelaksanaan program perlindungan saksi. Yang menjadi permasalahan 
berkenaan dengan sumber anggaran yang memungkinkan bantuan 
masyarakat yang tidak mengikat dari luar negeri maupun dari dalam 
negeri. Ketentuan bahwa bantuan ini tidak mengikat ditujukan untuk 
menjaga independensi lembaga dari intervensi pihak lain dikaitkan 
dengan pemberian bantuan. Masalah lain yang menjadi persoalan 
adalah besarnya biaya yang akan dialokasikan untuk pembiyaan 
program perlindungan saksi dan korban ditengah keadaan kesulitan 
ekonomi oleh Negara. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
(LPSK) akan menyedot banyak anggaran Negara, namun demikian 
Negara tetap harus mengalokasikan untuk adanya biaya-biaya dalam 
pemberian perlindungan terhadap saksi, pelapor dan korban. 
3) Masalah Kepercayaan Masyarakat 
Kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban (LPSK) masih dipertanyakan, sejauh ini tidak 
diragukan lagi kalau masyarakat sudah tidak mempercayai lembaga 
penegak hukum yang sudah ada. Namun hal ini juga tidak berarti 
bahwa dengan keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
(LPSK) akan mudah mendapat kepercayaan darin masyarakat. Dalam 
menaggapi permasalahan tersebut  adalah Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban (LPSK) harus bersifat mandiri dan harus 
mempersiapkan suatu unit Khusus Perlindungan Saksi pada Kepolisian 
Republik Indonesia.  
g) Badan Khusus 
Dalam wacana pembahasan yang sedang berlangsung terdapat 
kecenderungan untuk membentuk suatu badan khusus guna memberikan 
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perlindungan bagi saksi dan pelapor. Hal ini ada baiknya agar tugas 
perlindungan saksi dan pelapor dapat dilaksanakan lebih fokus, serius 
dengan anggaran dan kemampuan yang memadai. Badan khusus ini juga 
bakal menilai apakah perlindungan khusus kepada saksi dan pelapor sudah 
perlu diberikan, karena memang tidak semua saksi dan pelapor tindak 
pidana memerlukan perlindungan khusus dari ancaman. Selama ini dalam 
tindak pidana korupsi, perlindungan khusus lebih banyak mengandalkan 
bantuan pihak kepolisian. Walaupun nantinya sudah ada badan khusus, 
sudah tentu bantuan dari kepolisian juga masih dimungkinkan apabila 
diperlukan perlindungan terhadap ancaman fisik atau mental. Demi 
keberhasilan penegakan hukum, penyelesaian UU Perlindungan Saksi, dan 
Korban kiranya perlu dipercepat penyelesaiannya. Perlu pula bagi DPR 
untuk memperluas ruang lingkup pembahasan RUU yang tidak hanya 
meliputi ”saksi dan korban” saja, namun juga menyangkut 
perlindungan”pelapor”. Dengan adanya UU ini diharapkan banyak kasus 
besar dapat diungkap dan tidak ada lagi pihak pelapor dan saksi yang 
beriktikad baik menjadi tersangka hanya karena perlawanan dari pihak 
tersangka asli. 
 
B. Upaya Normatif Untuk Mengatasi Problema Dalam Undang-Undang No 
13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban 
Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian yang lalu, pemberian 
bantuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memiliki 
keterbatasan. Jika mengacu secara tekstual, maka Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban (LPSK)  sebagai lembaga yang mengemban tugas dan 
kewenangan untuk memberikan perlindungan dan bantuan akan sulit untuk 
menjalankan fungsi primer, sekunder, dan tersier seperti yang dijelaskan oleh 
J. Dusich. Hal ini karena memang oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi 
dan Korban pemberian bantuan bagi korban kejahatan bukan dimaksudkan 
sebagai progam pelayanan korban yang mandiri.  
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Bahwa cakupan pemberian bantuan dalam Undang-Undang 
Perlindungan Saksi dan Korban maupun Rancangan Peraturan Pemerintah 
mengenai Pemberian Bantuan kepada Saksi dan atau Korban, tidak 
memberikan keterangan yang jelas sejauh mana dan pada titik mana 
pemberian bantuan akan diberikan oleh LPSK. Baik dalam Undang-Undang 
Perlindungan Saksi dan Korban maupun Rancangan Peraturan Pemerintah, 
hanya memberikan penjelasan yang mengenai tata caranya mengajukan 
permohonan pemberian bantuan dan bagaimana Lembaga Perlindungan Saksi 
dan Korban (LPSK) menentukan diterima atau tidaknya permohonan dan 
menentukan besaran biaya serta jangka waktu pemberian bantuan.  
Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat, Pemberian Bantuan bagi 
Korban (Victim Assistance) mutlak diintegrasikan dalam system peradilan 
kriminalnya. Untuk itu Program Pemberian Bantuan di Amerika Serikat 
memiliki komponen-komponen program pelayanan bagi korban yang 
komprehensif . Layanan yang diberikan tersebut adalah : 
a) Memberikan petunjuk atau panduan bagi korban mengenai sistem 
peradilan kriminal dan prosesnya 
b) Bantuan kepada korban dan saksi dimana mereka harus memberikan 
kesaksian dipersidangan 
c) Intervensi pada saat-saat kritis 
d) Memberikan informasi mengenai kasus, perkembangan, dan hasil akhirnya 
e) Memberikan pendampingan dan bantuan untuk kompensasi maupun 
restitusi 
f) Memfasilitasi korban untuk berpartisipasi dalam sistem peradilan criminal 
g) Memfasilitasi pengembalian harta benda korban; 
h) Informasi pelayanan masyarakat 
i) Pendidikan dan pelatihan kepada publik, personel peradilan pidana, 
penyedia jasa local lainnya mengenai kbutuhan, kepentingan dan hak-hak 
korban dalam sistem peradilan kriminal. 
Bentuk layanan sebagaimana yang diberikan melalui program 
pelayanan korban di Amerika Serika tersebut, dalam konteks perlindungan 
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menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban hampir keseluruhan 
memang akan diberikan oleh LPSK kepada korban. Namun dalam 
pelaksanaannya, pemberian layanan antara unit perlindungan saksi dengan 
unit pelayanan bagi korban kejahatan dibedakan. Konteks inilah yang 
membedakan konsep pemberian bantuan di Amerika Serikat dan menurut 
Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dari segi landasan hukum di 
Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya (seperti Kanada dan Australia), 
memisahkan undang-undang perlindungan saksi dan undang-undang 
mengenai korban kejahatan. 
Di Selandia Baru, korban berhak mendapatkan bantuan untuk 
mendapatkan akses jaminan sosial, jaminan kesehatan, pemeriksaan medis, 
konseling, dan pelayanan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan korban. 
Pelaksanaan pemberian bantuan bagi korban dilakukan oleh lembaga 
independen yang mempunyai kerjasama dengan kepolisian sehingga lembaga 
ini berada diluar struktur pemerintahan. Tetapi kinerjanya sudah di legitimasi 
sebagai lembaga yang mempunyai andil besar dalam melakukan upaya 
pendampingan bagi korban.  
Dengan pembatasan cakupan pemberian bantuan sebagaimana yang 
diatur dalam pasal 6, mengakibatkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan 
Korban tidak dapat memberikan layanan yang komprehensif. Hal ini 
diindikasikan tiadanya kategori-kategori dalam pelayanan bantuan, dimana 
Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah menetapkan dua jenis 
bantuan yakni bantuan medis dan rehabilitasi psiko sosial. Undang-Undang 
Perlindungan Saksi dan Korban tidak memberikan pembedaan konteks 
situasional bantuan, hanya menyebutkan bentuk bantuan. Konteks situasional 
bantuan tersebut penting dibedakan mengingat tahapan-tahapan situasi yang 
menerpa korban membutuhkan tindakan/ layanan yang berbeda pula. Seperti, 
layanan dalam situasi darurat (emergency) memiliki pendekatan yang berbeda 
dan bentuk layanan yang spesifik karena korban mengalami tekanan mental 
akibat intimidasi atau derita fisik yang mengancam kejiwaan.  
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Apabila dibandingkan dengan layanan korban dalam situasi biasa 
(normal) dimana korban masih dapat melalui secara mandiri atau tidak dalam 
kondisi mengalami penderitaan tekanan mental yang berat. Sebagai contoh, di 
Ontario (salah satu Negara bagian di Kanada) menerapkan layanan bagi 
korban yang menderita shock mental akibat dari suatu tindak kejahatan. 
Lembaga yang diberikan wewenang (Criminal Injuries Compensation Board), 
memiliki kewenangan mutlak tanpa melalui pertimbangan medis untuk segera 
memberikan bentuk-bentuk bantuan yang diperlukan korban dalam stuasi 
shock mental. Menurut aturannya, mental or nervous shock merupakan tugas 
hukum (dalam hal ini Victim Support Officers) untuk menjawabnya bukan 
merupakan diagnosis medis, sehingga keputusan board untuk menentukan 
langkah-lagkah pemberian bantuan mengikat hingga dipengadilan.  
International Criminal Court dalam hukum acaranya menekankan 
bahwa bantuan hukum bagi korban merupakan hak dasar korban untuk 
mengakses keadilan melalui jalur hukum. Unit Saksi dan Korban 
menyediakan sarana tersebut dengan cara memberi kesempatan bagi korban 
untuk mendapatkan kuasa hukum atau pembela yang sesuai dengan 
kebutuhannya tetapi harus berdasarkan konsultasi dengan unit. Selain itu 
korban mendapatkan perlakuan khusus untuk tidak diungkapkan identitasnya 
selama proses acara sidang (in camera) karena riskan terhadap kesaksiannya. 
Dalam konteks ini Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dalam 
Pasal 9 memberikan keistimewaan pula bagi korban untuk mendapatkan 
perlakuan hukum khusus yakni korban diperbolehkan tidak hadir secara 
langsung ke persidangan untuk memberikan kesaksian secara tertulis atau 
melalui media elektronik. 
Di Indonesia sebelum Undang-Undang Perlindungan Saksi dan 
Korban disahkan oleh DPR, dukungan pemulihan fisik dan psikis bagi korban 
telah dilakukan oleh Kepolisian RI dengan istilah one stop service, pelayanan 
satu atap, yang landasan pelaksanaan programnya berdasarkan Surat 
Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri untuk penanganan kasus kekerasan 
terhadap perempuan.21 Pada pelaksanaan program itu tidak menutup 
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kerjasama dengan NGO atau lembaga independen untuk membantu 
pelaksanaannya. Pelibatan NGO atau individu untuk memberikan bantuan 
psikologis dan bantuan hukum bagi korban ditegaskan pula dalam UU KDRT 
pada Pasal 10 yang kemudian dipertegaskan pula dalam Pasal 1 angka 3 PP 
No 4 Tahun 2006 bahwa pendampingan berguna untuk penguatan diri korban 
kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang 
dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)  sebagai salah satu 
elemen dalam sistem peradilan pidana, harusnya memiliki cakupan layanan 
yang disesuaikan dengan tahapan-tahapan peradilan pidana di Indonesia. 
Untuk itu diperlukan bentuk layanan yang disesuaikan di tiap proses peradilan 
pidana yang berjalan.  
Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 masih terdapat banyak 
kekurangan yang berakibat pada kurang maksimalnya pelaksanaan tugas dan 
fungsi LPSK. Namun demikian, LPSK telah melakukan berbagai upaya guna 
mengatasi kendala-kendala  tersebut diantaranya : 
a) Melakukan penyempurnaan system permohonan perlindungan. Semula 
hanya dikelola dan diputuskan oleh bidang perlindungan, kini keputusan 
penerimaan permohonan dilakukan berdasarkan keputusan rapat paripurna 
b) Menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Sumber 
Daya Manusia, (3) Menyusun Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan 
c) Menyusun berbagai SOP khususnya terkait pelaksanaan teknis LPSK,  
d) Menyiapkan segala fasilitas pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 
LPSK, diantaranya penyiapan rumah aman,  
e) Mengadakan perjanjian kerjasama (MoU) dengan berbagai instansi terkait 
f) Menyusun usulan perubahan Undang-undang No. 13 Tahun 2006, 
mengagendakan penyempurnaan penerapan PP No. 44 Tahun 2008 
dikarenakan aturan dalam PP ini berbeda dengan aturan KUHAP dan 
praktik pengadilan, dan upaya lainnya. 
 Upaya yang dilakukukan dalam mengatasi problematika Undang-Undang 
No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka dapat 
dilakukan dengan cara sebagai berikut, antara lain : 
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a) Komissi III DPR RI mendukung LPSK untuk menyusun naskah akademis 
RUU tentang perubahan atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban  dan mengupayakan agar menjadi agenda  
prioritas Program Legislasi Nasional tahun 2010; 
b) Komisi III mendukung LPSK melaksanakan kewenangannya dalam 
memberikan perlindungan kepada seluruh  saksi dan korban yang meminta 
perlindungan dan memberikan manfaat bagi penegakkan hukum temasuk  
kepada SD selaku whistle blower dalam kasus mafia hukum dan 
melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak terkait seperti Polri, 
Kementrian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Satuan Tugas 
Pemberantasan Mafia Hukum agar perlindungan tersebut dapat segera 
diberikan;  
c) Komisi III mendukung LPSK untuk terus memperkuat kelembagaannya 
melalui koordinasi intensif dengan lembaga terkait dan lebih proaktif 
dalam memenuhi harapan masyarakat. 
 Disisi lain problematika Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban yang lain adalah mengenai perlindungan saksi 
pelapor. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan mengenai perlindungan saksi 
pelapor dapat dilakukan dengan upaya 5 (lima) fase, antara lain ; 
a) Tahap peristiwa baru terjadi 
Dalam tahap ini fokusnya adalah pada pelapor atau whistleblower (peniup 
peluit), dimana orang yang mengetahui mengenai terjadinya suatu tindak 
pidana korupsi dan melaporkannya kepada penyidik. Disini bentuk 
perlindungannya adalah saksi pelapor mendapatkan rasa aman dan tahap 
pemulihan fisik, psikologis dan sosiologis. 
b) Tahap investigasi (bebas intimidasi, tidak berlarut –larut dan penekanan 
saksi) 
c) Pra persidangan (bebas terror, akses informasi) 
Dalam hal ini seringkali saksi, korban dan pelapor hanya berperan dalam 
pemberian keterangan atau laporan, tetapi mereka tidak mengetahui 
perkembangan kasus yang bersangkutan. Informasi ini penting untuk 
 lviii
diketahui oleh saksi, korban dan pelapor sebagai tanda penghargaan atas 
kesediaan mereka sebagi upaya penanganan tindak pidana, dalam hal ini 
adalah tindak pidana korupsi. 
d) Proses Persidangan  
Dalam proses persidangan hakim sebagai pemimpin jalannya persidangan 
mempunyai peran penting dalam melakukan perlindungan terhadap saksi. 
Bentuk perlindungan yang dilakukan adalah mengijinkan saksi 
memberikan keterangan tanpa dihadiri oleh terdakwa atau mengijinkan 
saksi memberikan keteranga diluar persidangan. 
e) Pasca proses persidangan 
Ketakutan akan saksi pelapor akan adanya balas dendam dari terdakwa 
cukup beralasan dan mereka berhak diberi tahu apabila seorang terpidana 







Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas,  maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1.  Problematika normatif dalam pemberian perlindungan bagi saksi pelapor 
dalam perkara korupsi di Indonesia antara lain : 
a) Peraturan Tidak Memadai 
b) Kelemahan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 
1) Pelapor hanya sebatas mendapatkan perlindungan secara hukum 
2) Saksi yang juga tersangka lain  
c) Perlunya Perlindungan 
d) Jenis Perlindungan 
e) Bentuk Perlindungan Khusus 
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f) Efektivitas Lembaga Perlindungan  
4) Masalah efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
(LPSK) 
5) Masalah Beban Biaya Negara 
6) Masalah Kepercayaan Masyarakat 
h) Badan Khusus 
 
a. Upaya normatif yang dilakukan untuk mengatasi problema dalam Undang-
Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban 
antara lain : 
g) Melakukan penyempurnaan system permohonan perlindungan. Semula 
hanya dikelola dan diputuskan oleh bidang perlindungan, kini 
keputusan penerimaan permohonan dilakukan berdasarkan keputusan 
rapat paripurna 
h) Menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen 
Sumber Daya Manusia 
i) Menyusun berbagai SOP khususnya terkait pelaksanaan teknis LPSK,  
j) Menyiapkan segala fasilitas pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 
LPSK, diantaranya penyiapan rumah aman,  
k) Mengadakan perjanjian kerjasama (MoU) dengan berbagai instansi 
terkait 
l) Menyusun usulan perubahan Undang-undang No. 13 Tahun 2006, 
mengagendakan penyempurnaan penerapan PP No. 44 Tahun 2008 
dikarenakan aturan dalam PP ini berbeda dengan aturan KUHAP dan 
praktik pengadilan, dan upaya lainnya 
m) Komissi III DPR RI mendukung LPSK untuk menyusun naskah 
akademis RUU tentang perubahan atas Undang-undang No. 13 Tahun 
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban  dan mengupayakan agar 
menjadi agenda  prioritas Program Legislasi Nasional tahun 2010 
n) Komisi III mendukung LPSK melaksanakan kewenangannya dalam 
memberikan perlindungan kepada seluruh  saksi dan korban yang 
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meminta perlindungan dan memberikan manfaat bagi penegakkan 
hukum temasuk  kepada SD selaku whistleblower dalam kasus mafia 
hukum dan melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak terkait 
seperti Polri, Kementrian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan 
Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum agar perlindungan tersebut 
dapat segera diberikan;  
o) Komisi III mendukung LPSK untuk terus memperkuat 
kelembagaannya melalui koordinasi intensif dengan lembaga terkait 
dan lebih proaktif dalam memenuhi harapan masyarakat. 
 
B. Saran 
1. Mengenai pemberian bantuan, bagi tim perumus rancangan peraturan 
pemerintah yang mengatur mengenai pemberian bantuan harus berani 
melakukan terobosan-terobosan dalam rangka memperluas peran Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pemberian bantuan. Untuk 
itu tim perumus harus bisa menurunkan bentuk-bentuk bantuan medis dan 
rehabilitasi psikososial yang lebih mendetail dan implementatif. 
Perumusan bentuk-bentuk bantuan tersebut sekaligus menjadi basis 
rumusan dalam penghitungan biaya ataupun kelayakan jangka waktu 
pemberian bantuan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan saksi 
pelapor. Serta merumuskan turunan bentuk-bentuk bantuan dari bantuan 
medis dan bantuan rehabilitasi psikososial serta bantuan pelayanan hukum 
untuk pendampingan dan penanganan kasus guna memperkuat diri saksi 
pelapor. Bantuan khusus yang diberikan terhadap anak harus berbeda 
dengan penangan yang diberikan terhadap orang dewasa begitupula orang 
tua atau manusia lanjut usia maupun kalangan serta orang yang memiliki 
keterbatasan secara fisik. 
2. Keterbatasan dalam konsep pemberian bantuan dalam undang-undang 
harus pula dapat direspon dengan menghasilkan intrumen-intrumen aturan 
ditingkat operasional yang bersifat internal. Untuk itu dalam struktur 
organisasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), harus 
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memiliki satu unit pelayanan saksi pelapor. Unit Khusus Pelayanan 
Korban didalam Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 
berperan untuk menggodok kebijakankebijakan Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban (LPSK) berkaitan dengan pemberian bantuan bagi saksi 
pelapor. Dalam unit tersebut juga harus ada pengkhususan kerja yang 
disesuaikan dengan kebutuhan saksi pelapor misalkan sub unit 
perlindungan segera, sub unit khusus bantuan anak/orang dengan 
keterbatasan fisik/ lanjut usia serta sub unit yang lain sesuai dengan 
kategori kondisi saksi pelapor. 
3. Keterbatasan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dalam 
memberikan peran layanan bantuan bagi saksi pelapor oleh Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus didorong dengan 
mengembangkan jaringan kerja atau mengelola lembaga mitra. Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus menginisiasi adanya 
kerjasama-kerjasama formal dengan lembaga penegak hukum lainnya 
(seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan 
Korupsi, Komnas HAM) maupun lembaga setingkat departemen lainnya 
(sepert ; Departemen Hukum dan HAM maupun Departemen Sosial, 
Departemen Kesehatan, Kementrian Pemberdayaan Perempuan, 
Kementrian Kesejahteraan Rakyat). Selain itu Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban (LPSK) harus memiliki rancang bangun perencanaan 
kelembagaan untuk mengembangkan dukungan layanan pemberian 
bantuan yang berasal dari lembaga-lembaga non pemerintah serta 
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